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Penvalur Elpiji Dapat Sanksi

DPR mendesak sanksi lebih tegas kepada pelanggar distribusi elpiji. Sistem pengawasan
penvaluran elpiji juga perlu diperkuat.

JAKARTA, KOMPAS — PT Perta-
mina (Persero), per 8 Septem-
ber 2023, menerbitkan total 781
surat sanksi kepada lembaga
penyalur dan stasiun pengisian
bulk elpiji atau SPBE karena
melanggar peraturan  terkait
distribusi elpiji. Komisi VII
DPR menilai, diperlukan sanksi
lebih tegas dan penguatan sis-
tem dalam pengawasan penya-
luran elpiji.

Menurut data Pertaminaser-
ta Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mi-
neral (ESDM), 781 surat sanksi
itu terdiri dari 547 surat untuk
lembaga penyalur elpiji bersub-
sidi dan 15 surat untuk lembaga
penyalur elpiji nonsubsidi. Di
samping itu, ada 183 SPBE sub-
sidi dan 36 SPBE nonsubsidi
yang juga menerima  surat
sanksi.

Sejumlah pelanggaran yang
dilakukan, antara lain, agen ti-
dak melakukan pendataan la-
poran bulanan di aplikasi Si
Melon serta tak melapor adanya
perubahan  pangkalan. Lalu,
agen menjual ke pangkalan de-
ngan harga tidak sesuai keten-
tuan, pangkalan menjual elpiji 3
kilogram (kg) di atas harga
eceran tertinggi, dan adanya
temuan verifikasi isi ulang elpiji
3kg

Sementara berdasarkan re-
kapitulasi kepolisian terkait pe-
nyalahgunaan elpiji bersubsidi,
hingga kini (tahun 2023) sudah

ada 63 kasus yang terdiri dari
administrasi 8 kasus dan pidana
55 kasus. Kabupaten Bogor, Ja-
wa Barat, tertinggi dengan 5
kasus, disusul Kota Jakarta Ti-
mur, DKI Jakarta, dengan 4
kasus,

Direktur Utama PT Pertami-
na Patra Niaga Riva Siahaan
dalam rapat dengar pendapat
dengan Komisi VIT DPR, di Ja-
karta, Rabu (13/9/2023), me-
ngatakan, pihaknya menerap-
kan sejumlah sanksi, Sanksi itu
mulai dari teguran hingga pe-
mutusan hubungan usaha ter-
kait dengan penyaluran elpiji,
baik bersubsidi maupun non-
subsidi.

"(Pelanggaran itu) karena Li-
dak sesuai dengan kesepakatan
alau perjanjian antara Pertami-
na dan penyalur-penyalur ter-
sebut, Pada SPBE, misalnya, su-
ral teguran terkait dengan ki-
nerja operasional, surat peri-
ngatan terkait pemenuhan per-
izinan, surat skorsing, dan surat
klaim loses,” kata Riva.

Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mine-
ral (ESDM) Tutuka Ariadji me-
nuturkan, pihaknya menerima
masukan dari sejumlah anggota
Komisi VII DPR, di antaranya
dengan membuat rumusan re-
gulasi dalam pengawasan serta
penugasan. "Yang lebih tegas,
tepat sasaran, dan adil,” ucap-
nya.

Dalam rapal tersebut, sejum-

lah anggota Komisi VII DPR
mendesak Ditjen Migas Ke-
menterian ESDM, Pertamina,
dan Badan Pengatur Tlilir
(BPH) Migas untuk mening-
katkan pengawasan dalam pe-
nyaluran elpiji ataupun bahan
bakar minyak (BBM) bersubsi-
di. Termasuk dengan pengelo-
laan yang terpadu dalam meng-
awasi berbagai pelanggaran,

"Agar mempersiapkan  sis-
tem data untuk pengawasan
yang efektif serta memberikan
sanksi yang lebih tegas. Itu un-
tuk memberikan efek jera ter-
hadap pihak-pthak yang me-
nyalahgunakan BBM bersubsidi
ataupun elpiji bersubsidi. Juga
agar ada data yang kompre-
hensif,” kata Wakil Ketua Ko-
misi VIT DPR dari Fraksi PDI-P
Dony Maryadi Ockon,

Kuota elpiji 3 kg

Dalam rapat tersebut, Riva
menuturkan, realisasi penya-
luran elpiji 3 ke atau bersubsidi
hingga Agustus 2023 mencapai
539 juta ton atau di atas kuota
yang 5,34 juta ton. Hal tersebut
juga sejalan dengan perkiraan
penyaluran pada akhir 2023
yang akan mencapai 8,28 juta
ton atau di atas kuota APBN
yang 8 juta ton,

"Namun, realisasi CP Aram-
co (acuan harga elpiji) saat ini
berada di bawah acuan asumsi
APBN,” kata Riva,

Sejumlah anggota Komisi VII
DPR dalam rapat tersebut juga

mengusulkan agar adanya pe-
ningkatan kuota elpiji 3 kg
menjadi sesuai prognosis yang
8,28 juta ton pada akhir 2023,
Namun, Dirjen Migas Kemen-
terian ESDM tidak bisa me-
mutuskan sehingga penegasan
usulan tak dimasukkan dalam
simpulan dan akan dibahas da-
lam rapat terpisah.

Sebelumnya, pengamat eko-
nomi energi yang juga dosen
Fakultas Ekenomi dan Bisnis
Universitas Padjadjaran, Ban-
dung, Yayan Satyakti, menu-
turkan, distribusi elpiji 3 kg
yang belum tepat sasaran di-
akibatkan kendala dari logistik.
Pada akhirnya, di sejumlah da-
erah, harga di tingkal pengguna
akhir kerap tak sesuai dengan
HET.

Selain itu, lantaran schagian
besar kebutuhan elpiji masih
dipenuhi dengan impor, peme-
rintah harus membuat anggar-
an lebih seiring tren pening-
katan kebutuhan energi. Keter-
gantungan impor pun menjadi
salah satu kendala.

Tutuka menyebutkan, pihak-
nya lerus menggencarkan pen-
dataan konsumen clpiji 3 kg
dengan  menunjukkan  kartu
tanda penduduk. ”(Saat ini) ti-
dak tepat sasaran, betul. Namun,
kami tangani dengan Lransfor-
masi subsidi ke orang. Saat ini,
dari 235000 pangkalan, sudah
hampir semua menerapkan itu
(pendataan  konsumen  dalam
transaksi),” ujarnya.

BBM bersubsidi

Terkait penyaluran  BBM
bersubsidi, dalam rapat yang
sama, Kepala BPIT Migas Erika
Retnowati menuturkan, pihak-
nya akan memperbaiki regulasi
agar distribusi dan pengawasan
berjalan optimal. Salah satunya
terkait penerbitan surat reko-
mendasi untuk para petani dan
nelayan,

"Kami sedang mengupaya-
kan bagaimana caranya agar pe-
tani dan nelayan tidak kesulitan
mendapat surat rekomendasi
(mendapat BBM  bersubsidi).
Nanti bisa, misalnya, dengan
satu kelompok saja schingga ti-
dak satu-satu (orang) mengaju-
kan surat rekomendasi. Itu di-
akomodasi dengan rekomenda-
si pembentukan subpenyalur,”
katanya.

Hal tersebut, ujar Erika, di-
harapkan menjadi solusi, ter-
utama bagi  daerah-daerah
yang belum terjangkau oleh sta-
siun pengisian bahan bakar un-
tuk umum (SPBU). Dengan de-
mikian, masyarakat yang sela-
ma ini kesulitan mengakses
BBM hersubsidi bisa menda-
patnya, dengan adanya subpe-
nyalur.

Sementara itu, terkait sanksi,
pihaknya telah membuat pe-
doman pembinaan. "Kami me-
nyadari sanksi yang diberlaku-
kan selama ini belum membe-
rikan efek jera schingga mem-
butuhkan sanksi yang lebih
tegas,” katanya. (DIT)
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